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ABSTRAK 

Perlindungan Hukum terhadap Istri Setelah Perceraian Akibat 

Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Iddah 

(Analisis Menurut Hukum Adat Mandailing) 

Rozy Almadani Dalimunthe 

    Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri tidak lepas begitu saja 

karena ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya yakni bagi 

suami berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah dan mut’ah pada mantan 

istrinya asalkan istrinya tidak nusyuz, dan mantan istri juga berkewajiban 

menjalankan masa Iddah nya serta dia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. 

Tetapi, masih ada beberapa suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, sekalipun 

ada yang menjalankannya namun jumlahnya tidak sesuai dengan putusan 

Pengadilan. Apabila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai 

permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi 

terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak 

menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam. 

         Jenis penelitian ini menggunakan sosiologis empiris. Jenis penelitian 

sosiologis empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris 

yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui 

wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah identitas. Sifat 

penelitian identitas adalah identitas peneliti dapat memengaruhi setiap aspek proses 

penelitian, mulai dari pertanyaan panduan hingga pengumpulan dan analisis data.  

         Berdasarkan hasil penelitian,  Kewajiban suami terhadap istri yang masih 

dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Memberikan 

nafkah iddah dan tempat tinggal. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan 

kepada istri selama masa tunggu setelah talak. Kewajiban suami memberikan 

nafkah iddah didasarkan pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7. Nafkah iddah 

meliputi pangan, sandang, dan papan. Dalam hukum adat Mandailing, terdapat 

pengakuan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk nafkah iddah. 

Namun masyarakat adat Mandailing sebagian besar belum memahami hukum Islam 

terkait dengan nafkah iddah secara benar. Perlindungan hukum terhadap mantan 

istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. 

Adalah dengan pemberian nafkah iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib 

diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah.  Nafkah iddah 

meliputi kebutuhan mantan istri seperti pakaian, makanan, dan tempat 

tinggal.  Nafkah iddah diberikan untuk memastikan mantan istri mendapatkan 

kebutuhannya selama masa iddah. Tempat tinggal, Istri yang bercerai berhak untuk 

tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Hak ini bertujuan untuk 

memberikan perlindungan dan rasa aman bagi istri selama masa penyesuaian 

setelah perceraian. Upaya yang dilakukan apabila suami tidak mampu memberikan 

nafkah iddah kepada mantan istri.  Istri dapat mengajukan gugatan kepada 

pengadilan untuk menuntut nafkah iddah. Gugatan ini dapat diajukan dalam proses 

mediasi sebelum putusan perceraian. 

 

Kata Kunci: Perceraian, Iddah, Nafkah Iddah, Ketidakmampuan 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam realita di masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa 

mewujudkan pernikahannya seperti harapannya sakinah, mawaddah, dan 

warahmah. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya 

permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik diantara 

mereka. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan 

kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan 

bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan 

sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan 

keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.1 

Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgent dalam 

kehidupan manusia, Perceraian tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, tidak ada 

perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan 

bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka 

perceraian merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh. 

Perkawinan dianggap sebagai aspek yang signifikan oleh manusia, sebab 

melalui perkawinan seseorang dapat mencapai keharmonisan dalam kehidupannya, 

baik dari segi hubungan sosial, kesehatan biologis dan kesejahteraan psikologis. 

Perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan bagi manusia berdasarkan Pasal 

 
1  Tolib Setiady, 2015. Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan, 

Bandung, Alfabeta, cet ke-4, halaman. 203 
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1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian 

menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mengartikan perkawinan adalah 

akad yang kuat mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya adalah ibadah.2 

Sama seperti perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang 

melibatkan banyak aspek yang melatar belakanginya, seperti perbedaan pendapat, 

emosi, permasalahan ekonomi, status sosial, ataupun masalah-masalah kecil 

lainnya yang belum bisa teratasi dengan baik. Perceraian pun harus diketahui dan 

mendapat pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. 

Setiap negara memiliki institusi/lembaga yang mengurus proses berakhirnya suatu 

perkawinan (perceraian). Setiap agama dan setiap masyarakat yang berbudaya 

memiliki kondisi-kondisi tertentu yang mensyaratkan terjadinya perceraian. Ada 

banyak definisi yang berbeda di masyarakat tentang munculnya konflik antara 

pasangan suami-istri beserta cara penyelesaiannya. 3  

Pandangan yang menganggap bahwa perceraian adalah suatu kegagalan 

yang biasa terjadi dalam masyarakat, bisa saja dianut oleh mereka yang 

menganggap bahwa perkawinan selalu tentang model percintaan yang romantis. 

 
2 Yuliani, R. (2023). “Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada 

Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Putusan Cerai Talak 

Verstek”.  Interdisciplinary Explorations in Research Journal, No.3, halaman 201. 
3  Dedy Siswanto, 2020, Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak 

Korban Perceraian), Surabaya, Airlangga University Press, halaman 12. 
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Sehingga ketika perkawinan mereka dapatkan jauh dari kesan tersebut maka wajar 

apabila kemudian mereka memilih perceraian sebagai jalan keluar karena merasa 

tidak cocok dengan pasangannya. Kenyataannya, semua perkawinan yang 

melibatkan paling sedikit dua orang yang hidup dan tinggal bersama di mana 

masing masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai 

sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, wajar apabila seiring 

berjalannya waktu akan muncul ketidakcocokan, ketegangan, bahkan 

ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh anggota keluarga. Tidak selalu permasalahan 

ini berakhir dengan Perceraian, sebab apabila perceraian adalah jalan yang dipilih 

untuk menyelesaikan permasalahan maka bisa dipastikan untuk selanjutnya akan 

muncul permasalahan-permasalahan baru harus dihadapi baik oleh pasangan yang 

bercerai maupun anak-anak hasil dari perkawinan mereka sebelum bercerai.4 

Di Indonesia, perceraian dianggap sah apabila dilaksanakan dimuka 

persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 dan Pasal 66 tentang Peradilan Agama menyatakan apabila seorang suami 

yang beragama Islam yang bermaksud menceraikan istrinya harus mengajukan 

permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar 

talak. Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri tidak lepas begitu saja 

karena ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya yakni bagi 

suami berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah dan mut’ah pada mantan 

istrinya asalkan istrinya tidak nusyuz, dan mantan istri juga berkewajiban 

 
4 Ibid., halaman 13. 
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menjalankan masa Iddah nya serta dia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah 

pasca perceraian.5 

Jumhur ulama sepakat atas wajibnya seseorang menafkahi orang-orang 

yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil, bila hubungan 

perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuk akan menimbulkan 

akibat-akibat baik itu dalam hal hukum agama, materi, maupun sosial. Di antara 

akibat dalam hal agama adalah berlakunya Iddah atau masa tunggu bagi istri, 

sedangkan akibat dalam hal materi adalah adanya nafkah Iddah.6 

Iddah berasal dari bahasa arab yang diambil dari akar kata adda ya uddu 

idatan, yang berrati menghitung atau hitungan, Iddah dengan mengkasrahkan huruf 

ain dan jamaknya adalah idad. Makna secara bahasa adalah hitungan, diambil dari 

kalimat al-adad karena biasanya menyangkut dengan bilangan hitungan. Dikatakan 

"adadtuasy syai'aiddatan" maknanya saya menghitung suatu dengan hitungan. 

Dikatakan iddatul al mariah maknanya hari hitungan masa Iddah nya. Sedangkan 

pengertian secura istilah Iddah adalah "masa menunggu bagi perempuan yang telah 

bercerai dengan suaminya” (baik cerai hidup atau cerai mati). Hal ini antara lain 

dimaksudkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut telah hamil atau tidak. 

Pengertian lain Iddah adalah masa menunggu yang dilalui oleh perempuan.7 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berdasarkan Pasal 149 KHI 

menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 

 
5 Yuliani, R, Op.cit., halaman 201-202. 
6  Khitam, H. (2020). “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”. Az-Zarqa': Jurnal 

Hukum Bisnis Islam, No.2, halaman 190. 
7 Wafa, M. A. 2018. Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam 

Dan Hukum Materil, Tangerang: Yasmi, halaman 289.  
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memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, 

kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. 

1. Memberi nafkah makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

masa Iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuf dan dalam 

keadaan tidak hamil  

2. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila 

qobla al dukhul  

3. Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

usia 21 tahun  

4. Akibat hukum selanjutnya bagi seorang bekas suami, meskipun sudah 

menceraikan istrinya, akan tetapi masih mempunyai hak terhadap bekas 

istrinya.  

Dalam Pasal 150 KHI dijelaskan bekas suami berhak melakukan rujuk 

kepada bekas istrinya yang masih dalam Iddah. Bekas istri selama dalam Iddah, 

wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria 

lain (Pasal 151 KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut seorang bekas istri wajib 

menjaga dirinya dengan baik, karena ia belum sepenuhnya pisah dengan bekas 

suaminya, bila perceraian itu terjadi dengan talak satu dan dua. 8 

Secara kategori, perempuan yang ber'iddah (almu'taddah) dapat 

dikelompokkan kedalam dua macam kategori.  

 
8  Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Aceh: Unimal 

Press, halaman 105. 
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Pertama, perempuan yang ber'iddah karena ditinggal mati oleh suaminya (al-

mutawaffa' anha zawjuha) ketentuan masa 'iddahnya adalah:  

1. Empat bulan sepuluh hari (arba'ah asyarah wa 'asyl}, dengan catatan 

tidak hamil baik pernah dukhui maupun tidak.  

2. Sampai melahirkan (wadh'u alhamli) yaitu jika kehamilannya 

dinisbatkan kepada shahib a/-'iddah. 

Kedua, perempuan yang ber'iddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (al-

mutawaffa 'anha zawjuha), masa ketentuan 'iddah adalah  

1. Sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada shahib; 'iddah,  

2. Tiga quru', jika pemah menstruasi,  

3. Tiga bulan / tsalatsat asyh bila belum menstrubasi atau sudah putus dari 

periode haid (ya'isah).9 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang tahun 2020. Ada 1 

12.809 kasus perceraian yang terjadi di Sumatera Utara, yakni sebanyak 2566 kasus 

di Medan, Deli serdang sebanyak 2171 kasus perceraian, menyusul di Langkat 

sebanyak 1317 kasus perceraian. Penyebab perceraian lainnya di Sumatera Utara 

adalah faktor ekonomi (170 kasus), meninggal (1.394), kekerasan dalam rumah 

tangga (33 kasus), murtad (61 kasus), mabuk (11 kasus) dan poligami (16 kasus).10 

Telah banyak temuan dalam beberapa kajian terdahulu terkait nafkah istri 

pasca perceraian. Beberapa penelitian tersebut dilaksanakan empiris dan terdapat 

 
9 Ema Rasyid, et.al, 2015, Dakwah Perempuan, Parepare: Dirah, halaman 7-8. 
10  https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2288/jumlah-perceraian-menurut-

kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html [diakses pada 17/07/2024]. Pukul 

17.00 Wib 

https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2288/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html
https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2288/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sumatera-utara-2020.html


7 
 

 

 

 

pula secara normatif, serta dikaitkan dengan pandangan hukum islam. Sarianti, 

misalnya, meneliti terkait nafkah istri pasca perceraian. Ia menyimpulkan bahwa 

dari beberapa kasus yang ia teliti, hanya sedikit suami yang menjalankan kewajiban 

nafkah istri pasca perceraian, sekalipun ada suami yang melaksanakan 

kewajibannya, namun jumlahnya adalah tidak sesuai dengan putusan Pengadilan. 

Kemudian disimpulkan oleh Antareng, bahwa nafkah istri pasca perceraian juga 

dilindungi oleh hukum Islam, khususnya di Indonesia adalah KHI. Selanjutnya dari 

Kamarudin, ia memberikan gambaran komparasi antara peraturan terkait nafkah 

anak pasca perceraian di Indonesia dengan Malaysia, dimana aturan di Malaysia 

lebih ketat mengatur mengenai hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta 

konsekuensinya apabila tidak dijalankan jika dibandingkan dengan Indonesia. 

Terakhir dari Musarrofa, dimana ia menyimpulkan bahwa seorang hakim dapat 

memberikan solusi terkait nafkah anak harus dibayarkan sebelum pembacaan ikrar 

talak guna menjamin terlaksananya pemenuhan hak nafkah pada anak pasca 

perceraian.11 

Dalam hal penentuan jumlah pemberian nafkah iddah oleh suaminya. Ada 

kalanya jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh kedua belah pihak atas dasar mufakat, 

namun ada juga jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan 

dan keadaan suami. Oleh karena itu, apabila suami melalaikan kewajibannya maka 

akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga 

anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan 

 
11 Alfina, F. T. (2024). “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di 

Desa Banyuurip Gresik”. Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, No.1, halaman 3-4. 
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mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah 

hitam.  

Semestinya hukum harus memberikan jaminan bagi terciptanya kepastian 

hukum yang didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lainnya, yaitu 

substansi hukum (legal subtance), struktur hukum (legal structur) dan budaya 

hukum (legal culture). Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, kepastian hukum 

akan menjadi sebuah wacana dan mimpi di siang bolong, dan untuk mewujudkan 

kepastian hukum pada sebuah negara yang berlandaskan hukum, harus didukung 

dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai dan 

mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum.12 Dengan pembahasan 

tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran, dan jawaban yang kongkrit 

suatu implikasinya dalam kehidupan masyarakat jika nafkah iddah istri tidak 

terbayarkan. Begitu pula alasan mengapa seorang suami tidak mau membayarkan 

nafkah iddah kepada istrinya penting untuk dikaji dalam penulisan skripsi ini 

mengangkat judul “Perlindungan Hukum terhadap Istri Setelah Perceraian 

Akibat Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Iddah”. 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat 

ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada 

penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain: 

 
12  Tengku Erwinsyahbana. (2012). “Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum 

berdasarkan pancasila”. Jurnal Ilmu Hukum, No.1, halaman 26. 
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a. Bagaimana kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah 

akibat putusnya perkawinan karena perceraian? 

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mantan istri yang masih dalam 

masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian? 

c. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan apabila suami tidak mampu 

memberikan nafkah iddah kepada mantan istri? 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa 

iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. 

b. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap mantan istri yang masih 

dalam masa iddah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. 

c. Untuk menjelaskan upaya yang perlu dilakukan apabila suami tidak mampu 

memberikan nafkah iddah kepada mantan istri 

3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1) Secara teoritis, sebagai pemberian gagasan bagi kepentingan bangsa, 

negara, Masyarakat, dan Pembangunan terkait perlindungan hukum 

terhadap hak Perempuan setelah perceraian pada masa iddah  

2) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan: 
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a. dapat menjadi upaya dalam perlindungan istri yang diceraikan oleh 

suami sehingga tercapainya keadilan, ketertiban dan ketentraman bagi 

pencari keadilan. 

b. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan istri yang 

diceraikan oleh suami dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya. 

B. Definisi Operasional 

Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun 

berdasarkan arah dan tujuan penelitian (bukan merupakan kutipan)13, maka dapat 

diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu: 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum adalah serangkaian upaya terukur yang disediakan 

negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak istri, termasuk nafkah iddah, 

mut'ah, madliyah, dan harta bersama, melalui akses hukum yang mudah dan 

terjangkau, penegakan hukum yang adil dan berpihak pada istri, serta 

minimalisasi eksploitasi dan kekerasan terhadap istri. 

2. Nafkah Iddah 

Nafkah Iddah adalah kewajiban suami yang terukur untuk menyediakan 

kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi istri selama masa Iddah, yaitu 

masa penantian setelah perceraian. Pemenuhan nafkah Iddah diukur melalui 

indikator seperti pemberian nafkah secara rutin dan tepat waktu, kesesuaian 

 
13 Faisal, et.al. 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: 

Pustaka Prima, halaman 5-6. 
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jumlah nafkah dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri, kepuasan istri 

terhadap pemenuhan nafkah, dan tidak adanya perselisihan terkait nafkah Iddah. 

3. Perceraian 

Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir dan batin antara suami istri 

akibat perjanjian yang dilanggar atau disetujukan untuk tidak dilanjutkan. Dalam 

hubungan suami istri juga berarti putusnya hukum perkawinan sehingga 

keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani 

kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. 

Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan 

dinyatakan kehendanya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini 

disebut talaq. 

Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu 

yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak 

untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri 

dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya 

untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara 

ini disebut khulu’. 

4. Keadaan tidak mampu 

Keadaan tidak mampu adalah kondisi di mana suami secara objektif tidak 

memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup istri selama 

masa iddah. 
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C. Keaslian Penelitian 

 Penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri 

Setelah Perceraian Akibat Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah 

Iddah” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, 

majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-

fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan, ada beberapa judul yang berkaitan 

dengan judul tersebut di atas 

1. Yopi Asiswanto, Nim 1416622433, mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Fatmawati Sukarno Bengkulu, tahun 2022 yang berjudul “Analisis Hukum 

Islam Tentang Nafkah Iddah Istri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 

8 PP No.10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 

0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu). 

Skripsi ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan data primer dan data sekunder dan diolah 

berdasarkan analisis deskriptif normatif. Penelitian ini membahas tentang 

permasalahan perceraian suami yang bekerja sebagai pns (pegawai negeri 

sipil) dengan istrinya dan menganalisikan pasal 8 pp10 tahun 1983 jo. Pp 

45 tahun 1990 ditinjau dalam hokum islam, Dan juga menganalisis putusan 

hakim tentang hak nafkah iddah istri. Adapun rumusan masalah penelitian 

ini: 

a. Bagaimana implementasi hak nafkah iddah istri setelah ditalak 

oleh suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 ditinjau dalam 

hukum Islam? 
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b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama 

Bengkulu yang menangani perkara No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn 

mengenai nafkah iddah istri yang di talak oleh suami 

berdasarkan pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 

ditinjau dalam hukum Islam   

2. Ade Ilma Auliana, Npm 10100114092, mahasiswi Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makasar, tahun 2018 yang berjudul “Pemberian Nafkah 

Masa Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama 

Sungguminasa”. Skripsi ini merupakan penelitian pendekatan yuridis dan 

normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dan diolah secara 

kualitatif dan komparatif. Penelitian ini untuk melihat pertimbangan hakim 

dalam memutuskan pembayaran nafkah Iddah yang dilihat dari 

kemampuan suami di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan penelitian ini 

memiliki permasalahan yang mengatakan tidak adanya aturan nominal 

nafkah Iddah dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, kompilasi hokum 

islam, serta al-quran. Dalam penelitian ini, membuat seorang istri merasa 

tidak adil dan keberatan karena tidak terpenuhinya nafkah Iddah yang 

nominalnya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang istri. 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah 

iddah dan Mut’ah dalam perkara cerai talak? 
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b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemberian 

nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak (Putusan No. 

13/Pdt.G/2017/PA.Sgm) ? 

3.    Randy Kurniawan, Npm 1221010063, mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, tahun 2017 yang berjudul “Pelaksaan Putusan 

Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 

0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk) skripsi ini merupakan penelitian deskriptif 

analitik dengan menggunakan data primer dan sekunderdan diolah secara 

kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

dengan langsung melakukan observasi langsung ke pengadilan dan 

mewawancara para hakim untuk menganalisis putusan Nomor : 

0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk) yang berkaitan dengan nafkah Iddah dan 

menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh termohon akibat tidak 

terlaksana nya pembayaran nafkah Iddah oleh suami kepada mantan 

istrinya. Pada kasus ini sang istri merasa tidak adil dikarenakan untuk 

mengajukan gugatan tersebut secara keseluruhan biaya ditanggung oleh 

pihak istri sebagai pihak yang mengajukan eksekusi, seharusnya pada saat 

sebelum ikrar talak suami harus memiliki i’tikad baik kepada istri yang 

akan diceraikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah jangan 

hanya menginginkan perceraian tanpa memikirkan akibat hukum dari 

perceraian cerai talak dan nasib istri yang akan diceraikannya. Rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 
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a. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila 

suamibtidak melaksanakan pembayaraan nafkah iddah dalam 

perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk? 

b. Bagaimana prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah 

iddah di Pengadilan Agama? 

 Berdasarkan uraian penelitian-penelitian di atas, berbeda dengan penelitian 

ini yang membahas tentang kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa 

Iddah akibat putusnya perkawinan akibat dan membahas tentang perlindungan 

hokum terhadap mantan istri yang masih dalam masa Iddah akibat putusnya 

perkwinan karena perceraian, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik 

berkaitan dengan upaya hukum tentang nafkah Iddah, namun tetap berbeda 

penelitian dengan peniliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang 

peneliti lakukan ini benar-benar asli. 

D. Metode Penelitian  

 Kata metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu "metode" dan "penelitian" 

yang memiliki arti dan makna berbeda. Namun sebelum membahas kedua kata 

tersebut, ada kata yang mirip dengan metode penelitian, yaitu kata metodologi 

penelitian. Apabila dilihat dari segi istilah pengertian metodologi penelitian berbeda 

dengan pengertian metode penelitian.14 

Penelitian merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, 

penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

 
14 Ramlan, Tengku Erwinsyabana, Surya Perdana, 2023, Metode Penelitian Hukum dalam 

Pembuatan Karya Ilmiah, Medan: Umsu Press, halaman 47.  



16 
 

 

 

 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis 

untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum .15 

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari 

kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang 

membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan 

dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan 

dianalisis yang akhirnya membentuk suatu Kesimpulan.16 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah 

upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja 

ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis 

data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan 

suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang 

berguna bagi kehidupan manusia.17 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris. Penelitian 

sosiologis empiris adalah Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian yang 

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku 

verbal yang didapat melalui wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung.18 

 
15  Rifai Abubakar, 2021, Pengantar metodologi penelitian, Yogyakarta: Suka Press UIN 

Sunan Kalijaga, halaman 1. 
16 Syafrida Hafni Sahir, Metode Penelitian, Medan: Kbm Indonesia : 2022, halaman 1. 
17 Rifai Abubakar, Op.cit., halaman 2. 
18 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2020, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman. 280. 
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2. Sifat penelitian 

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa apabila berbicara tentang macam-

macam penelitian, maka masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana 

seseorang melihatnya. dilihat dari segi sifatnya, dikenal adanya penelitian:  

a. Eksploratoris yang biasa juga disebut sebagai penelitian menjelajah, dimana 

dilakukan penelitian dalam hal apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang 

akan diselidiki masih kurang dan bahkan belum ada. Kadang-kadang penelitian 

semacam ini disebut feasibility study yang bermaksud untuk memperoleh data 

awal;  

b. Deskriptif, dimana dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Penelitian semacam ini, dilakukan biasanya dalam rangka mempertegas 

hipotesis-hipotesis penelitian, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-

teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru 

c. Eksplanatoris, dimana penelitian dilakukan bilamana datadata dan informasi 

tentang objek penelitian telah cukup banyak, sehingga menguji hipotesis-

hipotesis tertentu sudah dapat diramalkan.19 

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Suatu penelitian 

deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, Penelitian hukum deskriptif bertujuan 

untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum 

 
19 Soerjono Soekanto, 2018. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, halaman 9-10 
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yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala 

yuridis yang terjadi dalam masyarakat.20 

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian artinya peneliti mendekatkan dirinya dengan masalah 

yang akan diteliti berupa norma (normatif yuridis) dalam berbagai bentuk, bukan 

hukum sebagai perilaku kehidupan Masyarakat. .Penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan 

regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). 

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu ilmu 

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum 

yang relevan dengan isi yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan Sandaran bagi peneliti 

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang 

dihadapi. 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data 

sekunder yaitu: 

 
20 Ibid, halaman 250 
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a. Data yang bersumber dari Hukum islam dalam penelitian ini, yaitu Al-

Qur’an. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut 

pula sebagai kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder21 

b. Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber 

pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mencari atau 

mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan 

untuk memperoleh data primer ini, seorang peneliti harus secara langsung 

mengambil data tersebut dari sumber aslinya. Untuk mendapatkan data 

primer ini, peneliti haruslah terjun ke dalam masyarakat22 

c. Data sekunder, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar 

atas putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian hukum ini, yaitu: 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Diubah 

Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum 

Islam, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan perundang-undangan 

lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan 

proposal ini. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari literatur buku, 

 
21 Herlangga, T. (2022). “Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit 

Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum 

[JIMHUM], No.6, halaman 717. 
22 Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam 

Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 No. 8 

Halaman 2471. 
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jurnal, dan lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan 

hukum primer, yang berkaitan dengan objek penelitian. 

2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari literatur buku, jurnal, dan 

lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

5. Alat pengumpulan data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari informasi. Alat 

pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara.  Studi dokumen adalah 

kegiatan mengkaji informasi tertulis yang belum dipublikasikan secara 

umum. Studi dokumen merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam 

penelitian. 23  Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang 

diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau 

keterangan yang diperlukan untuk penelitian.24 

6. Analisis data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil 

kebenaran yang diambil dari kepustaan yaitu dengan menggabungkan antara 

peraturan-peraturan atau buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul 

 
23 Sorjono Soekanto, Op.Cit, halaman 41 
24 Ibid 
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yang ada diatas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu 

pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Akibat Hukum Perceraian 

Fasakh perkawinan menurut istilah syar'i adalah membatalkan akad 

perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri, 

Menurut Moh. Rifa'i, fasakh artinya rusak atau putus. Maksud fasakh ialah 

perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri.25 

Akibat hukum perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 antara lain dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Terhadap anak 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 meskipun telah terjadi perceraian, bukan 

berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur 

berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah 

untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan 

anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah 

anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal 

serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan 

anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan 

dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat 

menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.26 

 
25 Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, Aspek Hukum 

Perkawinan di Indonesia, Medan: Umsu Press, halaman 163. 
26 Rodliyah, N. (2014). “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Keadilan Progresif, No.1, halaman 127.  
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2. Terhadap harta bersama  

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri 

mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama 

diatur menurut UU No. 1 Tahun 1974, pada Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan:  

Pasal 35: 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan 

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Pasal 36: 

1. Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan 

kedua belah pihak. 

2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 

Pasal 37: 

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila 

perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-

masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri 

sebagai berikut: 

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya 

masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara 

syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah 
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karena dijumpai dalam UU No 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta 

bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.27 

Pasal 1 butir f KHI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Harta kekayaan 

dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri 

atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan 

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa 

pun.28 

3. Terhadap nafkah 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan 

suami/istri menurut Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, perceraian ialah pengadilan 

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.  

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No 1 Tahun 1974 ini 

mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan 

normatif bahwa seorang wanita yang putusan perkawinannya berlaku jangka waktu 

tunggu.  

Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 

yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya 

putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan 

ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari 

dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila 

 
27 Mohd. Idris Ramulyo, 2004, Hukum Perceraian Islam, Jakarta: Bumi Aksara, Halaman 

116-117 
28 Rodliyah, N. Op.cit., Halaman 128. 
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perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu 

ditetapkan sampai ia melahirkan.  

Selanjutnya menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu 

bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut 

dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang 

putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.  

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan 

suami/istri menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. 

Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan 

istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban 

mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut’ah yang pantas berupa 

uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama 

mantan istri dalam masa iddah serta melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talak dan 

perjanjian lain.29 

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 

38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 

20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: pertama, "cerai talak", 

 
29  Nelwan, O. I. (2019). Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut 

Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Privatum, 7(3). Halaman 105. 
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yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami 

kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat 

hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang 

Pengadilan Agama; kedua, "cerai gugat", yaitu perceraian yang diajukan gugatan 

cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap 

terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumoya sejak jatuhnya putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.30 

Akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, 

Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Akibat putusnya perkawinan 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat talak, dan akibat cerai gugat. 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; 

b. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama 

dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba' in atau 

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila 

gobla al dukhul; 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun.31 

 
30 Muhammad Syaifuddin, et.al, 2013, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 

7. 
31 Salim, HS, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 

81.  
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Thalaq itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. 

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu thalaq itu diucapkan oleh suami, thalaq 

itu ada dua macam: 

a. Thalaq sunni. Yang dimaksud dengan thalaq sunni ialah thalaq yang 

pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau 

sunnah Nabi. Bentuk thalaq sunni yang disepakati oleh ulama adalah thalaq 

yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam 

keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah 

dicampuri oleh suaminya. 

b. Thalaq bid'iy, yaitu thalaq yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. 

Bentuk thalaq yang disepakati ulama termasuk dalam kategori thalaq bid' iy 

itu ialah thalaq yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau 

dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Thalaq dalam bentuk 

ini disebut bid’iy karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu 

menjatuhkan thalaq pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya. 

Hukum thalaq bid'iy adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada 

istri, karena memperpanjang masa iddahnya. 

 Ulama Hanafiyah menbagi thala itu dari segi keadaan istri yang di-thalaq 

kepada tiga macam: 

a. Thalaq ahsan, yaitu thalaq yang disepakati ulama sebagai thalaq sunni   

sebagaimana disebutkan di atas, yaitu thalaq yang dijatuhkan pada waktu 

istri sedang dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri dalam masa 

suci itu. 
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b. Thalag hasan atau disebut juga thalaq sunni, yaitu bentuk-bentuk thalaq 

yang diperselisihkan ulama sebagai thalaq sunni seperti disebutkan di atas, 

seperti thalaq dalam waktu istri sedang hamil. 

c. Thalaq bid'iy, yaitu thalaq yang disepakati ulama sebagai thalaq bid'iy, 

yakni thalaq dalam masa haid atau dalam masa suci yang telah digauli 

dalam masa itu.  

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada 

mantan istrinya, thalaq itu ada dua macam: 

a. Thalag raj'iy, yaitu thalaq yang si suami diberi hak untuk kembali kepada 

istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa 

iddah. Thalaq raj'iy itu adalah thalaq satu atau thalaq dua tanpa didahului 

tebusan dari pihak istri. 

Status hukum perempuan dalam masa thalaq raj' iy itu sama dengan 

istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu 

hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan 

suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan 

mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya 

dalam bentuk thalaq ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya 

itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk thalaq raj'iy itu tidak dapat 

dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya. Dalam pandangan 

Hukum Barat inilah yang disebut "pisah meja dan ranjang".  

b. Thalaq bain, yaitu talaq yang putus secara penuh dalam arti tidak 

memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, 
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thalag bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Thalaq 

bain ini terbagi pula kepada dua macam: 

1. Bain sughra, ialah thalaq yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan   

istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui 

muhallil. Yang termasuk bain shughra itu adalah sebagai berikut: 

Pertama: thalaq yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. 

Thalaq dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada 

masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya 

dilakukan dalam masa iddah.  

Kedua: talaq yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang 

disebut khulu'. 

Ketiga: perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau 

yang disebut fasakh. 

2. Bain kubra, yaitu thalaq yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada   

mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya 

itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan 

habis iddahnya. Yang termasuk thalaq dalam bentuk bain kubra itu adalah 

sebagai berikut: 

Pertama: istri yang telah di thalaq tiga kali, atau thalaq tiga. Thalaq tiga 

dalam pengertian thalaq bain itu yang disepakati oleh ulama adalah, thalaq 

tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara 

satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah 
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Kedua: istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li'an. Berbeda 

dengan bentuk pertama mantan istri yang di li'an itu tidak boleh sama 

sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya muhallil, menurut 

jumhur ulama. Hal ini secara lengkap akan dijelaskan pada tempatnya. 

Thalaq ditinjau dari segi capan yang digunakan terbagi kepada dua macam, 

yaitu: 

a. Thalaq tanjiz, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik meng-gunakan ucapan 

sharih atau kinayah. Inilah bentuk thalaq yang biasa dilaksanakan. Dalam 

bentuk ini thalaq terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan thalaq 

tersebut. 

b. thalaq ta'liq, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan 

yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. 

Baik menggunakan lafaz sharih atau kinayah. Seperti ucapan suami: "Bila 

ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya thalaq". Thalaq dalam bentuk ini 

baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam 

contoh di atas thalag terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, 

tidak pada saat ucapan itu diucapkan. 

Thalag ta’liq ini berbeda dengan taklik thala yang berlaku di beberapa empat 

yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Taklik thalaq 

itu adalah sebentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan 

beberapa syarat yang harus dipenui oleh suami, Jika suami tidak 

memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke 
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pengadilan sebagai alasan untuk perceraian. Thalaq dari segi siapa yang secara 

langsung mengucapkan thalaq itu dibagi kepada dua macam: 

a. Thalaq mubasyir, yaitu thalag yang langsung diucapkan sendiri oleh suami 

yang menjatuhkan thalaq, tanpa melalui perantaraan atau wakil. 

b. Thalaq tawkil, yaitu thalaq yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oieh 

suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila thalaq itu 

diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami: 

"Saya serahkan kepadamu untuk menthalaq dirimu", secara khusus disebut 

thalaq tafwidh. 

Secara arti kata tafwidh mengandung arti melimpahkan. Thalaq tafwidh 

dengan demikian berarti thalaq yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya 

dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam 

bentuk thalaq tafwidh itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama Syafi’iyah 

menempatkannya sebagai tamlik atau menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain 

menempatkannya sebagai tawkil.32 

Dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan 

atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak 

nusyuz. Dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri 

dan anaknya adalah: 

a. Nafkah madiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu 

dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini 

 
32  Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit 

Kencana Pranedia Group, halaman 217-226  
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istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya 

mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan 

rekonvensi;  

b. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat 

adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan istri menjalani 

massa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan 

dalam Al-Qur‟an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.  

c. Nafkah mut‟ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita 

karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir 

penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan 

suami untuk memberikan nafkah mut‟ah sebagai penghilang pilu. 

Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang 

mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah 

mut‟ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang 

dialami oleh istri. 

d. Dan Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa 

cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara 

cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. 

Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan 

bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah :  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 
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ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusannya.  

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.  

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri.33 

Akibat hukum perceraian terhadap istri oleh suami pemberian mut’ah yang 

layak dari bekas suaminya, bisa berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut 

qabla dukhul. Pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama istri dalam masa 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan 

tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang baik seluruhnya 

ataupunsebagian apabila qabla dukhu. Memberikan biaya hadhanah kepada anak 

yang masih dibawah usia 21 tahun. Berhak atas nafkah lampau / madliyah, apabila 

selama dalam masa perkawinan suami tidak memberikan nafkah.34 

B. Hak Istri Akibat Perceraian 

Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah putusnya 

perceraian sudah jelas diatur yang dalam kondisi idealnya semuanya akan terpenuhi. 

 
33 Rodliyah, N. Loc.cit. 
34  Tatu Rika Indriani, Sifa Mulya Nurani, (2024), “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri 

Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 

1583/Pdt.G/2023/PA.JS)”, Journal Syntax Idea, Vol. 6, No. 06, Juni 2024, halaman 2 
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sehingga mantan istri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya, 

maka berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan disini kewajiban yang 

timbul terhadap suami atas perkara gugatan yang diajukan, diantaranya adalah 

pemberian mut’ah yang layak terhadap mantan istrinya dan pemberian  biaya 

hadhanah untuk anak yang belum berumur 21 tahun.35 

Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘Uqud al-Lujjayn, adalah:  

1. Kewajiban suami yaitu berbuat baik terhadap istrinya. Sikap dan 

perilaku yang baik kepada istri di antaranya memberikan nafkah berupa 

sandang pangan dan papan, tidak memukul wajah, tidak menjelek-

jelekkan dengan memperdengarkan hal-hal yang dibencinya, tidak 

melakukan pisah ranjang kecuali di dalam rumah, adapun menghindari 

berbicara hukumnya haram, kecuali karena alasan yang benar, serta 

mendidik dan mengajari istri. 

2. Kewajiban istri yaitu taat dan berbakti kepada suami dengan tidak 

menolak ajakan tidur suami, tidak boleh berpuasa sunnah dan keluar 

rumah tanpa izin, tidak memberikan sesuatu dari harta suaminya di luar 

adat kebiasaan, serta tidak menampakkan wajah kepada lelaki lain yang 

bukan mahramnya.36 

 
35 Rifqi, M. (2014). “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena 

Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 

No.7, halaman 559. 
36 Nyi Wulan, 2022, Kedudukan Suami Dan Istri Dalam Keluarga, Purbalingga: Eureka 

Media Aksara, halaman 95. 
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Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami 

kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, 

maka sesuai pasal 149 KHI, seorang istri berhak mendapatkan : 

1. Mut’ah atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik 

berupa uang atau benda kepada mantan istri. 

2. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan 

istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan. 

3. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang. 

4. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun; 

5. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan 

sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 KHI; 

6. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak 

yang belum berumur 12 tahun. 

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke 

Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai 

dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan: 

1. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan 

istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan. 

2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan 

sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 KHI; 
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3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang 

belum berumur 12 tahun.37 

C. Masa Iddah Istri Akibat Perceraian 

Iddah adalah masa menunggu wanita, sehingga halal bagi suami lain. Iddah 

diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang 

laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa iddah 

wanita yang dicerai. Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan 

yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui 

apakah kandungan berisi atau tidak. 

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 

dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka pihak pengadilan dapat 

memberikan kepada pihak suami untuk membebankan biaya kehidupan dan atau 

menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 

Nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami 

kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan selama masa 

iddah, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. 38 

Hukum di Indonesia telah sejak lama memperhatikan hak-hak istri pasca 

perceraian. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang mengaturnya, aturan tersebut 

terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo Perma 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan 

 
37  https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak 

[diakses pada 17/07/2024] 
38 Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah 

‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 

No. 2, halaman 291. 

https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak
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dengan Hukum jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo 

Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam peraturan tersebut, bahwa istri setelah 

bercerai berhak mendapatkan nafkah iddah, muta’ah, madliyah dan hadhanah. 

Sehingga jaminan hukum bagi istri setelah bercerai dapat ditemukan dalam 

beberapa putusan sejak lama. Pemberian jaminan hukum terhadap perempuan yang 

mana dalam hal pembahasan penelitian ini seorang bekas istri, maka Mahkamah 

Agung selanjutnya mengeluarkan sebuah peraturan yang didalamnya difungsikan 

sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili Perempuan baik untuk korban 

maupun saksi yang berhadapan dengan hukum, maka dibentuklah Perma No. 3 

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan 

Hukum.39 

Perempuan yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai 

dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari 

suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, 

masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani 

massa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Alqur’an , di antara nya adalah firman 

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228: 

ء ُ ُثلَٰثةََُُبِانَْفسُِهِنَُُّيَترََبَّصْنَُُوَالْمُطَلَّقٰتُُ ُُفِيُْ ُاٰللُُُّخَلقََُُمَاُيَّكْتمُْنَُُُانَُُْلهَُنَُُّيحَِلُ ُوَلَُُقرُُوْْۤ

خِرُِ ُوَالْيَوْمُُُِبِالٰلُُُِّيؤُْمِنَُُّكُنَُُّاِنُُْارَْحَامِهِنَُّ هِنَُُّاحََقُ ُوَبعُوُْلَتهُُنَُُُّالْٰ اُاِنُُْذٰلِكَُُفِيُُْبرَِد ِ ُاِصْلََحًاُ ُارََادوُْ 

جَالُُِبِالْمَعْرُوْفِ ُُعَلَيْهِنَُُُّالَّذِيُُْمِثلُُُْوَلهَُنَُّ ُُعَليَْهِنَُُّوَلِلر ِ
ُُعَزِيْزُ ُوَاٰللُُُّدرََجَة  

ࣖ
حَكِيْم    

 
39  Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). “Hak-Hak Perempuan Pasca 

Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, No.1, 

halaman 68. 
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Artinya:  

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 

menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai 

satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.40 

 

 
40 Muhammad shoim. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 228-229. 

https://catatankajian.net/tafsir/tafsir-qs-al-baqarah-ayat228-229/. Di akses pada Sabtu. 6. 07. 2023 

dan jam 21.00  

https://catatankajian.net/tafsir/tafsir-qs-al-baqarah-ayat228-229/
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Kewajiban Suami terhadap Istri yang Masih dalam Masa Iddah Akibat 

Putusnya Perkawinan karena Perceraian 

 

1. Berdasarkan Hukum Konvensional 

 

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia. 

Dimana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang 

mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai 

suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-

akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum setelah melalui 

prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum.41  

Putusnya perkawinan yang dalam kitab figh disebut thalaq diatur secara 

cermat dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan 

pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 juga diatur dalam KHI. Pasal 38 UU No. 1 

Tahun 1974 menjelaskan bentik putusnya perkawinan dan ditegaskan lagi dengan 

bunyi yang sama dalam Pasal 113 KHI, rumusan perkawinan dapat putus karena: 42 

a. Kematian; 

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah 

seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula 

hubungan perkawinan.43 

 
41  Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, 

Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, halaman.8. 
42 Amir Syarifuddin, Loc.cit.  
43 Ibid., halaman 197. 
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b. Perceraian; 

Dalam kenyataannya banyak sekali terjadinya putusnya hubungan 

perkawinan dikarenakan perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan antara 

lain: 

1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya; 

3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 

6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

7) Suami melanggar taklik talak; 

8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.44 

c. Atas putusan pengadilan; 

 
44Wijayanti, W. (2013). Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank. Jurnal Konstitusi, 10(4), Halaman 712 
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Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 bahwa “Perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” 

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan antara suami istri, 

di lain pihak berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum 

harta kekayaan. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum 

kekayaannya terjalin erat, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak 

dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum 

kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan 

keluarga.45 

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak 

dan kewajiban. Terhadap mantan istrinya, seorang suami wajib memberikan nafkah 

selama masa ‘iddah, yaitu: nafkah mut’ah, nafkah madliyah atau nafkah yang masih 

terutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama. Pasal 41 UU No 

1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai 

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, 

kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan 

dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.46 

Pasal 41 ayat (3) UU No 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, 

menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

 
45 Ibid. Halaman 714 
46 Poluan, N. F., Latupono, B., & Fataruba, S. (2023). Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri 

Akibat Putusnya Perkawinan. Pattimura Law Study Review, Vol 1 No(1), halaman 82. 



41 
 

 

 

 

mantan istri. Bahkan dalam Pasal 81 KHI tanpa mengaitkan dengan ada atau 

tidaknya nusyuz dari mantan istri, suami berkewajiban memberikan tempat 

kediaman (maskan) bagi mantan istrinya selama ia menjalani masa ‘iddah. 

 Menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 149 KHI menyatakan bahwa 

putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib 

memberikan mut‘ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau 

benda, kecuali mantan istri tersebut qobla dukhul. Pasal berikutnya, yaitu Pasal 

158 KHI, selain syarat qabla al-dukhul syarat mut‘ah wajib diberikan oleh mantan 

suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu atas 

kehendak suami atau cerai talak. 

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian 

mut‘ah oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai mut‘ah 

tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami 

artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi 

ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya 

bahwa besarnya mut‘ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam 

mendapatkan mahar dari suaminya. 

Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya 

perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan 

kiswah, kepada mantan istri selama dalam ‘iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi 

talak ba‘in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud 

dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak istri tidak melaksanakan kewajibannya 

sebagai seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-
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hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak 

ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas 

pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz 

selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan 

perceraian.  

Kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya 

dijelaskan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, yang menyatakan bahwa apabila 

pernikahan berakhir akibat adanya talak, maka mantan suami memiliki kewajiban 

untuk memberikan mut’ah yang dinilai layak kepada mantan istrinya, yang mana 

mut’ah yang dimaksud dapat berupa uang maupun benda, kondisi ini akan berbeda 

apabila mantan istri berada dalam kategori qobla al dukhul.47  Kewajiban untuk 

memberikan nafkah, maskan dan kiswah juga diwajibkan apabila mantan istri 

berada dalam masa iddah, kecuali mantan istri dijatuhi talak ba’in atau dalam 

keadaan nusyuz dan tidak sedang hamil48 

2. Berdasarkan Hukum Islam 

Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari konflik 

rumah tangga bagi pasangan suami-istri, di mana kedua belah pihak atau salah 

satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru 

diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif 

 
47  Hisdiyatul Izzah, Mir’atul Firdausi, and Muhammad Syekh Ikhsan Syaifuddin, 

(2021)“Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi 

Hukum Islam,” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 2, halaman 61–83 
48  Sifa Mulya Nuraini, Ade Winanengsih, and Ida Farida, (2021)“Larangan Pernikahan 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur’an,” Jurnal Hukum Pelita 2, 

no. 2, halaman: 45–58 
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yang besar dalam membina rumah tangga49, talak juga terdapat pada Firman Allah 

pada Surat At-Thalaq ayat 7 yaitu: 

نْ   سَعَة    ذوُْ   لِينُْفِقْ  ا    فلَْينُْفِقْ   رِزْقهُ    عَليَْهِ   قدُِرَ   وَمَنْ   سَعتَِه     م ِ اٰتٰىهَا    مَا    الَِّ   نفَْسًا  اّللُ   يكَُل ِفُ   لَ   اّللُ    اٰتٰىهُ   مِمَّ  

  عُسْر   بَعْدَ  اّللُ  سَيَجْعَلُ 
ࣖ
۝٧يُّسْرًا   

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi 

nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak 

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan 

Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah 

kesempitan”.50 

Iddah diambil dari kata al-add dan al-ihshâ, yaitu sesuatu yang dihitung 

oleh perempuan. Iddah adalah sebutan dari masa bagi perempuan untuk menunggu 

dan mencegahnya untuk menikah setelah suaminya wafat atau setelah berpisah 

dengannya. Kemudian karena sebab-sebab itu, maka masa iddah-nya terhitung. 

Firman Allah Swt51 

Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami 

memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk istri selama hal yang 

menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi istri yang 

sedang dalam masa ‘iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan 

 
49 Rahman, M. A., & Lubis, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas 

Nafkah’Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kabillah: 

Journal of Social Community, Vol. 8 No. (1),  halaman 936. 
50QS. At-Thalaq ayat 7 https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7 Di akses pada Jumat. 09. 08. 2024 

dan jam 21.08  
51l, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah 

(Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum 

Dan Hukum Islam, 2(1), Halaman 139.  

https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7
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talaq raj‘i maupun talak ba‘in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian 

yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari istri selain perceraian yang 

disebabkan karena istri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah 

kewajiban nafkah gugur ketika istri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada 

suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya 

hak nafkah bagi istri.  

Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah 

berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya 

adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri (al-‘alaqat al-

zawjiyat) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari 

akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama 

lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih 

ada hubungan kerja sama antara suami dengan istri maka selama itu pula kewajiban 

untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami.  

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami istri, maka wanita yang 

sudah ditalak dengan talaq raj‘i masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita 

yang yang ditalak ba‘in tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali 

putus hubungan suami istri terlepas dari masalah apakah mantan istrinya sedang 

hamil atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi’iyah istri yang 

sedang hamil dan ditalak ba‘in maka suami hanya berkewajiban memberikan 

tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya. 

Berkaitan dengan nafkah anak, para ulama sepakat (ijma’) atas wajibnya 
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menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban 

nafkah kepada ayah adalah menurut dasar hukum al-Quran dan al-Hadits. Dalil 

yang dijadikan dasar hukum dalam al-Quran adalah Surat at-Talaq: 6.52 

ن  سَكَنتمُ  حَيْثُ   مِنْ   أسَْكِنوُهُنَّ  وهُنَّ   وَلَ   وُجْدِكُمْ   م ِ تِ   كُنَّ   وَإِن   ۚعَليَْهِنَّ   لِتضَُي قِوُا    تضَُا رُّ لَٰ يْهِنَّ عَلَ   فَأنَفِقوُا    حَمْل    أوُ   

فسََترُْضِعُ   تعََاسَرْتمُْ   وَإِن   ۖبمَِعْرُوف    بيَْنَكُم  وَأتْمَِرُوا     ۖأجُُورَهنَُّ   فَـَٔاتوُهُنَّ   لكَُمْ   أرَْضَعْنَ   فَإنِْ    ۚحَمْلهَُنَّ   يَضَعْنَ   حَتَّىٰ   

أخُْرَىٰ  لَهُ ۥ   

yang artinya: “Hai orang-orang beriman, berilah tempat tinggal istri-istri yang telah 

kalian cerai dan sedang menjalani masa iddah di tempat tinggal yang setara dengan 

tempat tinggal kalian sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Dan janganlah 

kalian mendatangkan mudharat bagi mereka dari sisi tempat tinggal dan nafkah. 

Dan jika istri-istri yang telah kalian cerai itu dalam keadaan hamil, maka berilah 

mereka infak hingga mereka melahirkan. Dan apabila mereka juga menyusui anak 

kalian setelah kalian berpisah maka berilah mereka upah atas penyusuan yang 

mereka lakukan. Dan hendaklah perkara yang ada di antara kalian berjalan dengan 

baik, tanpa ada hal yang saling merugikan. Namun jika kalian tidak memberi nafkah 

kepada mereka atas penyusuan itu, atau mereka meminta upah lebih banyak dari 

hak mereka, maka boleh bagi kalian untuk memberi upah wanita lain agar menyusui 

anak kalian.53 

 
52 Ihwanudin, N. (2016). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. 

Jurnal Auliya, 10(1). Halaman 56-62. 
53 Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan 

Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah QS. At-talaq 

ayat 6 https://tafsirweb.com/10986-surat-at-talaq-ayat-6.html diakses pada Rabu 9 Oktober 2024 

19:38 wib 
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Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah 

kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi 

anak itu kewajiban ayah. Selain dasar hukum di atas, Selanjutnya dalil yang 

dijadikan dasar hukum dalam al-Hadits adalah hadits sahih riwayat Bukahri dan 

Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah, yang artinya: “Ambillah 

secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”. 

Hadits di atas dilatarbelakangi oleh suami Hindun binti 'Utbah ketika itu 

merupakan seorang yang pelit. Kemudian hal itu dilaporkan pada Nabi Muhammad 

saw, maka Nabi Muhammad saw membolehkan mengambil harta suaminya secara 

diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.  

Berdasar dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. 

Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi 

perceraian maupun setelah terjadi perceraian.  

Konsep nafkah iddah bagi perempuan dalam hukum Islam adalah sebuah 

konsep yang terkait dengan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang 

perempuan setelah suaminya meninggal. Iddah merupakan periode waktu di mana 

perempuan tersebut harus menunggu sebelum dapat melanjutkan kehidupannya 

setelah kehilangan suami. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seorang laki-laki 

yang menceraikan istrinya tetap berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal 

dan nafkah selama masa iddah.  

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya 

sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena para imam mazhab juga semua 
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sepakat akan kewajibannya. Bahkan Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa 

wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa iddah 

baik dia hamil maupun tidak, selama ia tidak meninggalkan rumah yang disediakan 

oleh suami. 54Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat wanita berhak mendapatkan 

nafkah dan tempat tinggal sekaligus, meskipun dia di talak ba‟in, kecuali jika 

perpisahan tersebut dikarenakan pelanggaran wanita, misalnya isteri murtad setelah 

bercampur. 

Kemudian apabila dilihat kembali dari tujuan perkawinan yaitu untuk 

memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka setiap 

pasangan yang melakukan perkawinan pasti akan berkeinginan mewujudkan tujuan 

utama tersebut. Namun seringkali juga percekcokan terjadi sehingga perkawinan 

tersebut tidak bisa dipertahankan dan berujung kepada perceraian. Dengan 

terjadinya percerian akan menimbulkan hak dan kewajiban lainnya seperti 

pemberian nafkah iddah oleh suami kepada bekas isterinya selama masa iddah. 

3. Berdasarkan Hukum Adat Mandailing 

Menurut Hukum Adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja 

membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban 

suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak serta kewajiban orang tua, 

tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan Adat istiadat, kekeluargaan, 

kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara Adat dan 

keagamaan senada dengan pendapat Ter Haar. Di dalam masyarakat Adat, 

 
54 M. Jawad Mughniyah, (2006) Fiqh Lima Mazhab, (terj. Masykur dkk), Jakarta: Lentera, 

halaman. 401-402 
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perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan 

perikatan Adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.55 

Masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat Mandailing mempunyai 

faktor utama dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk adat, yaitu untuk 

mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut. Sering juga 

masyarakat adat ingin menunjukkan status sosial mereka melalui perkawinan adat 

yang dilakukan. Maksudnya semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi 

status sosial mereka di lingkungan sekitar56.  

Faktor-faktor lain yang menjadi dasar pemikiran masyarakat adat 

melakukan perkawinan adat Mandailing diantaranya: 

a. Dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan perkawinan ini membuktikan 

bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat adat mandailing yang merupakan 

suatu ciri khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi. 

b. Adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat. Dalam pelaksanaan 

perkawinan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang 

otomatis dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat adat 

Mandailing tersebut. 

c. Melestarikan peninggalan budaya nenek moyang kita agar tidak luput dimakan 

zaman.57 

 
55 Hilman Hadikusuma, Loc.Cit 
56 Dalimunthe, A. A. (2012). Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di 

Kota Medan. Premise Law Journal, 13, 164834. Halaman 7 
57 Ibid., Halaman 9 
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Berdasarkan wawancara dengan masyarakat adat Mandailing yang berada 

di Panyabungan Selatan. Perceraian pada adat Mandailing adalah hal sangat 

dihindarkan oleh Masyarakat Mandailing, perceraian di adat Mandailing itu biasa 

disebut dengan perceraian persirangan, yang dimana terdiri dari talak 1, talak 2, 

talak 3. 58 

Talak 1 adalah dimana suami istri bertengkar yang kemudian si istri pulang 

kerumah orang tuanya. Biasanya si istri tidak akan balik ke suaminya sampai si 

orang tua si istri bertanya kenapa pulang kerumah dan tidak balik lagi ke suaminya 

tersebut, begitu juga dengan talak 2 dan 3. Pada perceraian yang sudah terjadi 

ditalak 3, sepasang suami istri tidak bisa merujuk atau bersatu kembali dalam rumah 

tangga, kecuali sepasang suami istri tersebut menikah Kembali dengan orang lain.  

Menurut masyarakat adat Mandailing di Panyabungan Selatan, jika sudah 

terjadi perceraian atau putusnya hubungan perkawinan yang sudah ditalak 3 kali, 

suami juga harus memberikan kewajibannya memberi nafkah iddah dan menjaga 

serta memelihara anak mereka. 59 

Kewajiban-kewajiban suami setelah perceraian terhadap istri dalam adat 

mandailing juga tidak berbeda jauh dengan aturan-aturan di Indonesia, dan terlebih 

lagi pada zaman sekarang, sudah banyak masyarakat-masyarakat yang melupakan 

 
58 Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sayyid bahran nasution selaku Masyarakat 

Adat Mandailing di Panyabungan Selatan, pada hari rabu, tanggal 25 September 2024 di 

panyabungan selatan 
59 Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahran nasution selaku Masyarakat 

adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 september 2024 di Panyabungan 

Selatan 
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proses pernikahan secara adat, sehingga sudah banyak perceraian yang tidak 

melibatkan adat.60 

Beberapa faktor penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada mantan 

istri dalam masa iddah, dikarena: 

a. Faktor budaya. Faktor budaya yang kuat dalam masyarakat tersebut. Budaya 

patriarkis dan norma-norma sosial yang ada seringkali membatasi akses 

perempuan terhadap nafkah iddah mereka, baik dalam hal ekonomi maupun 

dalam hal pengambilan keputusan.  

b. Faktor Agama. Peran agama dalam konsep nafkah iddah juga sangat penting. 

Akan tetapi fakta yang terjadi dimasyarakat mantan suami tidak memberi 

nafkah anaknya dan mantan istri  

c. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan pendidikan juga memainkan peran besar 

dalam pemahaman dan pelaksanaan nafkah iddah.meskipun mereka 

berpendidikan dan sudah menuntut hak nafkah anaknya tetapi tidak diberikan 

akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan anak-

anaknya.61 

Kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu kewajiban memberikan mut‘ah, 

kewajiban memberikan nafkah iddah, maskan, dan kiswah selama dalam iddah, 

kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak. Kewajiban-kewajiban 

 
60 Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahran nasution selaku Masyarakat 

adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 September 2024 di panyabungan 

selatan 
61 Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahran nasution selaku Masyarakat 

adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 september 2024 di Panyabungan 

Selatan 
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suami setelah perceraian terhadap istri dalam adat Mandailing juga tidak berbeda 

jauh dengan aturan-aturan di Indonesia.62 

Dalam hukum adat Mandailing, terdapat pengakuan terhadap hak-hak 

perempuan pasca perceraian, termasuk nafkah iddah. Namun masyarakat adat 

Mandailing sebagian besar belum memahami hukum Islam terkait dengan nafkah 

iddah secara benar. Masyarakat tidak tahu tentang hukum tersebut, dan bagi mereka 

yang tahu tentang hukumnya juga enggan untuk melaksanakannya, disebabkan 

dengan kebiasaan yang sudah ada. Ini artinya pemahaman terhadap hukum Islam 

memang sangat minim.63 

B. Perlindungan Hukum terhadap Mantan Istri yang Masih dalam Masa 

Iddah Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian 

 

1. Berdasarkan Hukum Konvensional  

Bahwa cara yang ampuh dan jitu untuk istri mendapatkan hak-haknya adalah 

dengan cara menuntut di pengadilan. Itupun jika perceraian dilakukan di Pengadilan 

Agama, karena Pengadilan Agama dapat melakukan beberapa tindakan hukum baik 

oleh hakim maupun oleh pihak berpekara dapat diupayakan, di mana kebijaksanaan 

Pengadilan Agama sebagai cara untuk melindungi hak mantan istri. Sebab setiap 

putusan pengadilan, perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri 

oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku 

memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui 

 
62 Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahran nasution selaku Masyarakat 

adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 September 2024 di panyabungan 

selatan 
63 Hasil wawancara dengan bapak Muhammad sayyid bahran nasution selaku Masyarakat 

adat mandailing di panyabungan selatan, pada hari rabu, tanggal 25 September 2024 di panyabungan 

selatan 

 



52 
 

 

 

 

permohonan eksekusi. Hal ini berlaku apabila proses perceraian dilakukan di 

Pengadilan Agama dan ada perlindungan hukum bagi isteri yang diceraikan.  

Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 bahwa hakim Pengadilan Agama dapat 

menetapkan kepada mantan suami untuk memberikan hak istri pada masa iddah. 

Berdasarkan Pasal 41 ayat (c) UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Pengadilan 

Agama dapat memutuskan bahwa suami wajib memberikan biaya penghidupan 

pada masa iddah bekas istri. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara suami dan 

istri mengenai besar kecil jumlah nafkah tersebut maka Pengadilan Agama dapat 

menentukan jumlah dan wujud nafkah iddah kepada istri, dimana jumlah dan wujud 

nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dengan tanpa memberatkan 

si suami. 

Selain diatur di dalam UU No 1 Tahun 1974, hak-hak perempuan juga diatur 

didalam KHI khususnya Bab XVII. Pasal 144 KHI menyatakan bahwa perceraian 

dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan 

oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim 

dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu 

kewajiban kepada mantan isterinya.Kewajiban dari mantan suami yangberupa 

mut’ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak.Dalam hal ini walaupun tidak 

adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami 
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membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut’ah, nafkah iddah dan nafkah 

anak.64 

Seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena 

tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya 

disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima 

mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah 

hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-

Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di 

alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan 

sebelum adanya pembuahan dengan syari’at nikah dan pengharaman zina. 

Perlindungan jiwa tersebut dilanjutkan dengan tanggung jawab orang tua untuk 

mengurus anak tersebut mulai dari lahir hingga mandiri bagi laki-laki, atau hingga 

pernikahan bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah, tanggung 

jawab pengurusan tersebut beralih kepada suami, dan setelah terjadinya perceraian, 

seharusnya suami tetap bertanggung jawab hingga berakhirnya masa iddah.65 

KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, 

di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa 

hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-

hak perempuan pasca perceraian antara lain: 

 
64  Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, (2014) “Pemenuhan Hak Istri dan Anak 

Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama 

Banjarmasin)”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei, halaman. 559 
65  Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, (2024) Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam 

Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian  Vol 04, No 01 April, halaman 893 
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1) Nafkah mut’ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali 

perempuan yang diceraikan tersebut qobla al-dukhul. Pasal 158 KHI 

mengatur lebih lanjut bahwa nafkah mut’ah diberikan selain memenuhi 

syarat qobla al-dukhul, nafkah mut’ah menjadi hak perempuan jika 

mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak 

suami atau cerai talak.  

2) Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa 

iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba’in atau 

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz 

adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak 

menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan 

batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri 

adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama 

proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan 

tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama 

menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal 

ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.  

3) Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak 

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf 

(c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya 

termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh 

ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan 

bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut 



55 
 

 

 

 

menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum 

perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab 

seorang suami.  

4) Mahar terhutang Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas 

harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97 KHI yang 

menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup 

lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai 

mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama 

Berdasarkan hak-hak perempuan pascaperceraian tersebut di atas, Pengadilan 

memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas 

suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-rabang yang 

menjadi hak bersama maupun barang-barang yang menjadi hak perempuan pasca 

perceraian. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan 

yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) 

Perlindungan hukum terhadap nafkah iddah akibat perceraian yang telah 

berkekuatan hukum tetap sekalipun pemohon tidak mau mengucapkan ikrar talak 

terhadap isteri adalah Hakim melakukan contra legem terhadap Pasal 70 ayat 6 

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan memberlakukan hukum eksekusi, 

karena meskipun Ikrar talak merupakan hak suami, dimana kalau sudah diucapkan 

merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang berupa nafkah masa lampau, 

dan mut`ah kepada bekas isterinya, sehingga kalau tidak diucapkan akan terbentur 
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oleh Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu berakibat hak itu 

gugur dan perkawinan kembali seperti semula.  

2. Berdasarkan Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam 

konteks perceraian dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran yang 

menekankan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut beberapa poin yang 

dapat diuraikan dalam pandangan hukum Islam tentang perlindungan hak-hak 

perempuan dalam perceraian. Terdapat beberapa poin yang dapat dijabarkan 

mengenai pandangan hukum Islam tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam 

perceraian: 

a. Kesetaraan di Mata Hukum: Dalam Islam, baik suami maupun istri 

memiliki hak-hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Ini 

berarti bahwa dalam konteks perceraian, keduanya memiliki hak yang 

sama untuk diperlakukan secara adil dan dihormati.  

b. Hak Nafkah dan Penghidupan: Hukum Islam menegaskan bahwa suami 

memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, 

baik selama pernikahan maupun setelah perceraian. Ini mencakup 

dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan 

anak-anak dari perkawinan tersebut.  

c. Perlindungan dari Penindasan: Islam secara tegas menolak segala bentuk 

penindasan atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan, termasuk 

dalam situasi perceraian. Agama ini menekankan perlunya menghormati 
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martabat perempuan dan memperlakukannya dengan adil, baik selama 

proses perceraian maupun setelahnya.  

d. Keadilan dalam Penyelesaian: Hukum Islam mendorong penyelesaian 

konflik perceraian dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami 

dan istri. Ini bisa melibatkan mediasi, arbitrase, atau proses hukum 

lainnya yang memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak diakui 

dan dihormati. 

e. Hak Asuh Anak: Dalam Islam, hak asuh anak cenderung diberikan 

kepada ibu kecuali jika ada alasan yang jelas untuk memberikannya 

kepada pihak lain demi kebaikan anak-anak. Hal ini menunjukkan 

perhatian Islam terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak-anak 

dalam konteks perceraian.  

f. Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai Islam: Seluruh pendekatan terhadap 

perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian didasarkan pada 

nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, keadilan, kesetaraan, dan 

kemanusiaan. Hal ini menekankan pentingnya memperlakukan 

perempuan dengan hormat dan memberikan perlindungan yang layak 

terhadap hak-haknya.66 

Setiap poin ini mencerminkan komitmen Islam dalam memastikan bahwa 

perceraian tidak mengorbankan martabat, keadilan, dan kesejahteraan perempuan 

serta anak-anak dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, dalam Islam, 

 
66 Windi Ramadhani, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Peremppuan Dalan 

Perceraian Menurut Al-Qur’an Dan Hukum Islam Jurnal Ushuluddin Vol. 22, No. 1, Januari – 

Juni, halaman 44 
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perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian dianggap sebagai 

bagian esensial dari ajaran yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan 

kemanusiaan 

Nafkah iddah memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin hak-

hak perempuan pasca perceraian. Selain sebagai bentuk tanggung jawab finansial, 

nafkah iddah juga memberikan perlindungan sosial, keadilan hukum, dan 

membantu proses pemulihan psikologis bagi perempuan. Oleh karena itu, 

kesadaran akan pentingnya nafkah iddah perlu terus ditingkatkan, baik di kalangan 

laki-laki maupun perempuan, agar hak-hak perempuan dapat terjamin dengan baik 

sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.67 

Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syarî‟ah maka seorang mantan istri 

selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka 

mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya 

nafkah. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), 

mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs 

(memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang 

wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim 

berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya 

pembuahan dengan syari’at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa 

tersebut dilanjutkan dengan tanggung jawab orang tua untuk mengurus anak 

tersebut mulai dari lahir hingga mandiri bagi laki-laki, atau hingga pernikahan bagi 

perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah, tanggung jawab 

 
67 Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, Op.Cit, halaman 892 
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pengurusan tersebut beralih kepada suami, dan setelah terjadinya perceraian, 

seharusnya suami tetap bertanggung jawab hingga berakhirnya masa iddah.68 

3. Berdasarkan Adat Mandailing 

Perlindungan hukum bagi mantan istri yang masih dalam masa iddah akibat 

perceraian di masyarakat adat Mandailing merupakan aspek penting yang 

mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Perlindungan tersebut yaitu 

hak atas nafkah iddah, dalam masyarakat adat Mandailing, mantan suami 

diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri selama masa 

iddah. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang diharapkan dari mantan suami untuk 

memastikan bahwa mantan istri tidak mengalami kesulitan finansial setelah 

perceraian. Nafkah ini biasanya diberikan dalam bentuk uang atau barang yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perlindungan Sosial dan Budaya 

Masyarakat adat Mandailing memiliki norma dan nilai yang kuat terkait 

perlindungan perempuan. jaga martabat mantan istri. Hal ini mencerminkan 

penghormatan terhadap perempuan dalam masyarakat tersebut.69 

Perempuan yang bukan orang mandailing dan telah masuk ke lingkungan 

mandailing, maka adat akan melindungi Perempuan tersebut, apabila terjadi 

perceraian maka Masyarakat Mandailing juga tetap melindunginya kecuali 

 
68 Ibid, halaman 891 
69  Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahran Nasution Selaku 

Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 

Di Panyabungan Selatan 
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Perempuan tersebut meninggalkan daerah Masyarakat Mandailing dengan 

sendirinya.70 

C. Upaya yang Dilakukan Apabila Suami Tidak Mampu Memberikan 

Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri 

Setiap pasangan suami istri mendambakan keharmonisan berumah tangga, 

sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas. Prinsip 

perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga 

yang tentram, damai dan kekal untuk selama lamanya, namun perjalanan kehidupan 

tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Percerian dapat terjadi oleh berbagai 

faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat 

dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian 

dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat 

kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah 

kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan 

keluar yang terbaik.71 

Seorang istri yang diceraikan suaminya maka berlaku baginya masa iddah, 

kecuali apabila seorang istri yang dicerai tersebut sebelum berhubungan badan 

(Qabla ad- dukhul) maka baginya tiada berlaku masa iddah. Seorang istri yang telah 

diceraikan oleh suaminya maka dia berhak mendapatkan nafkah iddah. Hal ini 

termaktub pada pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, yang bertujuan agar 

 
70 Hasil wawancara dengan bapak adelin selaku Masyarakat adat mandailing di muara 

batang gadis, pada hari senin, tanggal 23 september 2024 di muara batang gadis 
71 Muhammad Ridwan  (2018), Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, 

Mut’ah Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2, halaman 5 
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mantan istri yang telah diceraikan tidak menderita karena tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya maka dibebankan kepada suami membayar nafkah iddah. 

Selain kewajiban membayar nafkah iddah istri, mantan suami juga berkewajiban 

untuk memberikan nafkah anak pasca terjadinya perceraian. Besaran jumlah nafkah 

iddah istri dan anak yang harus dibayar seorang suami adalah sesuai dengan amar 

putusan Majelis Hakim sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan. Namun pada 

kenyataannya mantan istri sering tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya 

pasca perceraian meskipun telah berkekuatan hukum tetap agar suami wajib 

membayar nafkah iddah istri dan anak. 

Masalah mendasar suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri 

pada masa iddah adalah dikarenakan permasalahan perekonomian. Salah satu 

masalah utama yang sering dihadapi suami istri, adalah kebutuhan ekonomi dalam 

rumah tangga. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi itu akan 

menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya 

perceraian.72 

Apabila suami memang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi 

maka Majelis Hakim dapat membebaskan suami dari tuntutan nafkah iddah 

tersebut, akan tetapi perkara ini sama sekali belum pernah terjadi dalam bentuk 

 
72  Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahran Nasution Selaku 

Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 

Di Panyabungan Selatan 
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suatu perkara perdata tentang suami tidak mampu di dalam menunaikan 

kewajibannya pada masa iddah isteri.73 

Menurut Bapak Adelin, di adat mandailing juga tidak terdapat upaya yang 

harus dilakukan ketika seorang suami tidak mampu dalam membayar nafkah 

iddahnya, nafkah iddah yang tidak dibayar merupakan hutang seumur hidup bagi 

suami. Menurut pak adelin sendiri untuk membayar nafkah iddah tersebut, upaya 

yang dapat dilakukan adalah berhutang dengan orang lain/saudaranya sendiri untuk 

membayar nafkah iddah kepada mantan istrinya.74  

Penyelesaian perkara perceraian diatur dalam UU Peradilan Agama, 

sehingga dalam teknis pelaksanaan putusannya juga harus diikuti aturan-aturan 

khusus. Salah satu keanehan tersebut terkait dengan masalah teknis membayar 

mut'ah dan tinggal di 'iddah. Kasus tersebut tidak dapat dikutip atau diterapkan 

menurut ketentuan KUHAP karena pokok-pokok HIR dan RBg adalah “yang 

kalah” dan keengganan, kelalaian atau keengganan mereka untuk melaksanakan 

keputusan secara sukarela.75 

Bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan dengan cara dilakukan eksekusi 

terlebih dahulu terkait dengan sejumlah nafkah. Nafkah yang wajib dibayarkan oleh 

bekas suami meskipun ada upaya hukum berupa banding, Kasasi maupun 

Peninjauan Kembali (PK) baik bekas suami mengucapkan ikrar talak atau tidak 

 
73  Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahran Nasution Selaku 

Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 

Di Panyabungan Selatan 
74 Hasil wawancara dengan bapak adelin selaku Masyarakat adat mandailing di muara 

batang gadis, pada hari senin, tanggal 23 september 2024 di muara batang gadis 
75  Nazwa Fajria Poluan (2023) Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya 

Perkawinan, Law Study Review, Vol1 No 1 Agustus, 2023: halaman 80-81 
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dengan dibuatkan payung hukum yakni undang undang, Peraturan peraturan, Surat 

Edaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dengan adanya 

Undang-undang atau Peraturan peraturan yang bisa dijadikan alas / dasar hukum 

Majelis Hakim untuk mengeksekusi putusan tersebut. Dengan demikian kepastian 

hukum, kedailan hukum, dan kemanfaatan hukum benar benar dirasakan oleh bekas 

istri.76 

 Apabila suami mampu memberikan nafkah Iddah lak untuk memberikan 

nafkah iddah kepada istri yang telah ia ceraikan, ataupun diragukan ia tidak akan 

melaksanakan putusan Majelis Hakim, maka akan ditempuh beberapa alternatif, 

melakukan pendekatan agama. Pihak suami diberikan penjelasan tentang perintah-

perintah agama serta hikmah di balik perintah-perintah tersebut. Jika pihak suami 

masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka cara inilah yang paling efesien. 

Mengambil janji dari pihak suami sebelum pengucapan ikrar. Maksudnya adalah, 

majelis hakim dan pihak suami terlebih dahulu bersepakat tentang jumlah, waktu 

dan tempat pemberian nafkah iddah tersebut. Hal ini dilakukan jika pihak suami 

belum mampu menyerahkan nafkah iddah kepada istrinya sesaat sebelum 

pengucapan ikrar talak.77 

Jika suami tidak mampu memberikan nafkah iddah, istri dapat mengajukan 

gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah iddah. Mengajukan gugatan 

nafkah iddah di pengadilan. Mengajukan gugatan nafkah iddah dalam proses 

 
76 Muhammad Ridwan, Op.Cit, halaman  
77  Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahran Nasution Selaku 

Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 

Di Panyabungan Selatan  
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mediasi di pengadilan. Mengajukan gugatan rekonvensi saat suami mengajukan 

gugatan cerai talak. Memohonkan eksekusi nafkah iddah jika suami tidak 

membayarkan nafkah iddah.78 

Pembebanan mut‘ah dan nafkah ‘iddah ‘tidak terdapat pihak yang dikatakan 

kalah dan yang menang’, melainkan pembebanan tersebut merupakan kewajiban 

mantan suami yang harus ditunaikan baik ketika suami menjatuhkan talak atas 

istrinya secara cash and carry atau setelah penjatuhan talak. Apabila dalam amar 

putusan ada perintah membayar mut’ah dan nafkah ‘iddah harus ketika pengucapan 

ikrar talak, maka antara penjatuhan talak dan pembayaran mut‘ah dan nafkah ‘iddah 

adalah suatu kewajiban yang melekat. Oleh karena itu, sidang ikrar talak wajib 

ditunda apabila pihak suami belum membayar kewajibannya berupa mut‘ah dan 

nafkah ‘iddah, sekurang-kurangnya ditunda selama Pemenuhan Kewajiban Pasca 

Perceraian di Pengadilan dalam jangka waktu ikrar talak yang ditentukan 

perundang-undangan yaitu selama 6 (enam) bulan pernikahan dilakukan di daerah 

lain yang tidak diketahui alamat mantan istri tersebut.79 

Bila terjadi hal seperti itu, maka mut‘ah dan nafkah ‘iddah yang dinantikan 

dan diharapkan oleh mantan istri, sebagai penghibur dan penutup kebutuhan selama 

masa ‘iddah merupakan harapan semu. Hal demikian juga dapa terjadi dalam 

pembebanan nafkah anak yang ada dalam hak hadhanah mantan istri, mantan suami 

sering kali terjadi tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah sesuai 

 
78  Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Sayyid Bahran Nasution Selaku 

Masyarakat Adat Mandailing Di Panyabungan Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2024 

Di Panyabungan Selatan 
79 Nazwa Fajria Poluan, Op.Cit, halaman 81 
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besaran yang ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga putusan pengadilan tersebut 

menjadi sebuah putusan yang sia-sia (ilussoir). Karena dalam gugatan rekonvensi 

tidak adanya pengajuan sita jaminan. Meskipun tidak diajukannya sita jaminan, 

permohonan eksekusi pun masih bisa dilakukan berdasarkan Pasal 197 HIR 

terhadap barang tidak tetap milik mantan suami. Apabila barang bergerak (tidak 

tetap) tersebut tidak ada atau kurang banyak untuk menutupi nilai kewajiban 

memberi mut‘ah dan nafkah ‘iddah atau pun nafkah anak, maka dapat melakukan 

sita terhadap barang tetap. Menurut Hardinal, hakim Pengadilan Tinggi Agama 

salah satu indikasi perceraian dilakukan dengan “ma’ruf (baik)” adalah memenuhi 

kewajiban mut’ah dan nafkah iddah yang memang merupakan hak bagi isteri yang 

dicerai (ditalak) suaminya.80 

Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka mantan isteri 

dapat mengajukan sita dan pelelangan kepada pengadilan agama atas barang 

bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi (mantan suami). Sebelum mengajukan 

permohonan, mantan pasangan itu sendiri harus mengidentifikasi harta bergerak 

yang diajukan untuk disita. Walaupun membutuhkan banyak proses dan waktu serta 

biaya yang tentunya tidak mudah, namun hal tersebut merupakan salah satu cara 

untuk mencapai keadilan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa filosofi keadilan 

yang diciptakan oleh HIR dan RBg tentang kewajiban membayar mut'ah dan hidup 

'iddah adalah hak bayangan atau hak fatamorgana yang semu dan jika seseorang 

mencoba untuk mendapatkan hak tersebut, dia tidak akan berhasil. diperoleh, 

 
80 Ibid 
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kalaupun diperoleh secara standar, hasilnya akan kosong karena nilai yang dicari 

untuk biaya yang dikeluarkan tidak simetris81 

Etika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah iddah kepada mantan 

istri, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak 

mantan istri dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Berikut adalah beberapa 

upaya yang dapat dilakukan: Komunikasi dan Negosiasi Langkah pertama yang 

dapat diambil adalah melakukan komunikasi dengan mantan suami. Mantan istri 

dapat mencoba untuk mendiskusikan situasi keuangan mantan suami dan mencari 

solusi bersama. Dalam beberapa kasus, suami mungkin mengalami kesulitan 

sementara, dan dialog terbuka dapat membantu menemukan jalan keluar. Jika 

komunikasi tidak membuahkan hasil, mantan istri dapat mencari bantuan hukum. 

Ini termasuk berkonsultasi dengan pengacara atau lembaga hukum yang berfokus 

pada hak-hak perempuan. Mereka dapat memberikan nasihat tentang langkah-

langkah hukum yang dapat diambil untuk menuntut nafkah iddah yang seharusnya 

diterima. Jika suami tetap tidak memberikan nafkah, mantan istri memiliki hak 

untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, mantan istri dapat 

menuntut nafkah yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak 

sebelum mengambil keputusan. 

Tindakan istri adalah berupaya terus menghubungi mantan suaminya agar 

mau membayar nafkah iddah istri serta menyampaikan masalah ini kepada pihak 

keluarga mantan suaminya. Namun sebagian diantara mantan istri memilih untuk 

 
81 Ibid 
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menutup komunikasi dengan mantan suaminya dan tidak melakukan tindakan 

apapun terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suaminya. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dapat di simpulkan bahwa rumusan permasalahan yang merupakan central 

pembahasan, sebagai berukut: 

1. Kewajiban suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian. Memberikan nafkah iddah dan tempat 

tinggal. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada istri selama masa 

tunggu setelah talak. Kewajiban suami memberikan nafkah iddah didasarkan 

pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7. Nafkah iddah meliputi pangan, sandang, 

dan papan. Dalam hukum adat Mandailing, terdapat pengakuan terhadap hak-

hak perempuan pasca perceraian, termasuk nafkah iddah. Namun masyarakat 

adat Mandailing sebagian besar belum memahami hukum Islam terkait dengan 

nafkah iddah secara benar. 

2. Perlindungan hukum terhadap mantan istri yang masih dalam masa iddah akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian. Adalah dengan pemberian nafkah 

iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami 

kepada mantan istri selama masa iddah.  Nafkah iddah meliputi kebutuhan 

mantan istri seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.  Nafkah iddah 

diberikan untuk memastikan mantan istri mendapatkan kebutuhannya selama 

masa iddah. Tempat tinggal, Istri yang bercerai berhak untuk tetap tinggal di 

rumah suaminya selama masa iddah. Hak ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan dan rasa aman bagi istri selama masa penyesuaian setelah 

perceraian. 
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3. Tidak ada pengaturan khusus tentang upaya yang harus dilakukan suami untuk 

memenuhi kewajiban nafkah iddah istri pasca perceraian. Upaya yang 

dilakukan apabila suami tidak mampu memberikan nafkah iddah kepada 

mantan istri. Langkah awal dapat dilakukan melakukan komunikasi antara 

mantan suami kepada mantan istri. Suami dapat menjelaskan situasi 

keuangannya dan mencari solusi bersama, seperti penundaan pembayaran atau 

pengurangan jumlah nafkah yang disepakati. Jika negosiasi tidak membuahkan 

hasil, mantan istri dapat mencari bantuan hukum. Pengajuan Gugatan ke 

Pengadilan: Jika suami tetap tidak memenuhi kewajibannya, mantan istri dapat 

mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut nafkah iddah. Pengadilan 

akan menilai situasi dan dapat memutuskan untuk mewajibkan mantan suami 

memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dalam situasi di mana 

suami tidak mampu memberikan nafkah, mantan istri juga dapat mencari 

sumber nafkah alternatif, seperti bekerja atau mendapatkan dukungan dari 

keluarga atau teman. Ini penting untuk memastikan bahwa mantan istri tetap 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain nafkah iddah, mantan istri berhak 

atas mut'ah. 

B. Saran 

1. Agar pemerintah dan DPR membuat suatu peraturan perundang-undangan yang 

mewajibkan kepada setiap perceraian suami istri untuk menjalankan kewajiban-

kewajiban suami istri pada masa iddah serta aturan terkait pemberian sanksi 

bilamana pada akhirnya suami tetap tidak menjalankan kewajibannya 

sebagaimana mestinya. 
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2. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai resiko dan akibat hukum yang 

dapat dijatuhkan secara langsung kepada pihak yang berkewajiban memenuhi 

nafkah setelah perceraian dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap namun 

tidak melaksanakannya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap 

pemenuhan hak istri setelah perceraian. 

3. Dalam sidang perceraian, hakim dalam menjatuhkan putusannya seharusnya 

dapat mewajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah iddah sebagai bentuk 

perlindungan bagi mantan istri walaupun suami dalam keadaan tidak mampu 

sehingga putusan hakim tersebut dapat dijadikan undang-undang/yurisprudensi. 
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